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Abstrak
 

Sejak bergulirnya gerakan reformasi tahun 1998 lalu, wacana dan praktik demokrasi dan demokratisasi

dalam konteks kehidupan sosial politik di Indonesia nampaknya menjadi paradigma mainstream. Realitas inl

pada akhirnya mendorong munculnya gagasan otonomi daerah dan good governance dalam ranah tata

pemerintahan. Baik otonomi daerah--sebagai bentuk faktual dari konsep desentraliasi--maupun wacana good

governance, keduanya memiliki penekanan (aksentuasi) yang cukup kuat terhadap konsep partisipasi

masyarakat atau publik (public participation) Dalam logika kedua wacana tersebut, partisipasi masyarakat

merupakan prasyarat terbangunnya sistem pemerintahan yang demokratis dan keseimbangan relasi tiga pilar

(state, market dan society). Partisipasi masyarakat tidak saja dimaknai dalam bentuk keterlibatan semu

dalam proses pembangunan yang bersifat mobilisasi, namun keterlibatan daiam proses kebijakan publik

secara integral, balk daiam perencanaan, implementasi maupun evaluasi kebijakan.

Hampir dipastikan, semua pemerintah daerah secara normatif telah mengakomodasi semangat yang

terkandung dalam konsep otonomi daerah dan good governance. Namun seringkali, praktik partisipasi di

lapangan oieh pemerintah daerah lebih bersifat artifisial--seremonial dan cenderung mengarah pada

mobilisasi dukungan. Sementara kalangan LSM berupaya untuk mendorong munculnya partisipasi publik

melalui dua pendekatan, edukasi publik serta membentuk perda partisipatif dan transparansi. Pertanyaannya

kemudian, jika semua kalangan telah sepakat untuk mendorong munculnya partisipasi publik, maka

alternatif kebijakan apakah yang dapat dijadikan instrumen daiam mencapai tujuan tersebut.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sejauhmana peran aktor-aktor kebijakan dalam mendorong

munculnya partisipasi publik di Kota Bandung. Kendala apakah yang terdapat daiam domain setiap aktor

daiam mewujudkan partisipasi tersebut serta alternatif kebijakan apakah yang paling relevan dan layak

untuk direkomendasikan sebagai instrumen dalam implementasi peningkatan partisipasi publik di Kota

Bandung?

Penelitian inl menggunakan metode AHP dalam memetakan pandangan responden serta mencari bobot

prioritas daiam memilih aiternatif kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam rangka

meningkatkan partisipasi publik di Kota Bandung, menurut responden-yang terdiri unsur pemerintah, LSM,

akademisi dan Anggota Dewan-prioritas kebijakan yang perlu dilakukan adalah penguatan civil society.

Diikuti kemudian oieh penguatan legislatif sebagai alternatif kedua. Pembuatan perda partisipatif justru

menjadi alternatif ketiga. Dalam pandangan responden, perda tidak menjamin dengan serta merta

peningkatan partisipasi publik. Justru proses edukasi publik yang dilakukan oleh kalangan civil society perlu

mendapat dukungan berbagal pihak termasuk pemerintah daerah. Partisipasi publik yang ideal

mencerminkan kesadaran warga negara untuk secara aktif berperan dalam proses pengaturan (governance)

kehidupan bermasyarakat (civic engagement). Faktor pendidikan dalam arti yang luas merupakan salah satu

media untuk menumbuhkan kesadaran publik terhadap hak dan kewajibannya. Dalam konteks tersebut,

peran dan posisi civil society sangat strategis dan perlu mendapat dukungan dalam mempercepat munculnya
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partisipasi publik di Kota Bandung. Civil society memiliki daya gerak dan daya dorong yang cukup untuk

menciptakan partisipasi publik yang diharapkan.


